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ABSTRACT 

 

 Islamic bank is a bank that refers to the procedure for operating the provisions 

of the Al-Quran and Al-Hadith as a source of Islamic law. For the Indonesian economy, 

the emergence of Is November 1, 1991. The existence of this Islamic bank has not 

received optimal attentiolamic banking in Indonesia began with the establishment of 

Bank Muamalat Indonesia on n in the structure of the national banking industry, this is 

very clearly reflected in Law no. 7 of 1992 which has not explained the existence of a 

basis for sharia law and the types of businesses that are allowed. The development of 

Islamic banking in the reform era was marked by the approval of Law no. 10 of 1998. 

The monetary crisis is a positive impact on the growth of Islamic banks in Indonesia 

because the fact shows that banks operating with Islamic principles can survive amid 

volatility in exchange rates and high interest rates at that time. 

This research was conducted at Bank Muamalat Syariah Jember. The purpose of this 

study was to analyze the suitability of the accounting treatment for murabahah financing 

PSAK 102 at Bank Muamalat Syariah Jember. 

Based on the research results, it can be seen that the treatment of murabahah accounting 

at BPR Syariah Asri Madani Nusantara noted that the murabahah financing refers to 

PSAK No. 102 and basically has met the applicable provisions, namely the PSAK No. 

102 
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ABSTRAK 

Bank Islam adalah bank yang mengacu pada prosedur untuk mengopersasikan 

ketentuan Al-Quran dan Al-Hadits sebagai sumber hukum islam. Untuk ekonomi 

Indonesia, munculnya perbankan syariah di Indonesia diawali dengan berdirinya Bank 

Muamalat Indonesia pada tanggal 1 November 1991. Keberadaan bank syariah ini 

belum mendapat perhatian yang optimal dalam tatanan industri perbankan nasional, hal 

ini sangat jelas tercermin dari UU No. 7 Tahun 1992 yang belum menjelaskan adanya 

landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan. Perkembangan 

perbankan syariah pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya UU No. 10 Tahun 

1998. Krisis moneter adalah dampak positif pada pertumbuhan bank syariah di 

indonesia karena kenyataan menunjukkan bank yang beroperasi dengan prinsip-prinsip 

islam dapat bertahan ditengah volatilitas nilai tukar dan suku bungan tinggi pada waktu 

itu.  

Penelitian ini dilakukan di Bank Muamalat Syariah Jember. tujuan penelitian ini 

adalah untuk menganalisis kesesuaian perlakuan akuntansi  pembiayaan murabahah 

PSAK 102 di Bank Muamalat Syariah Jember. 

Bedasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa perlakuan akuntasi 

murabahah pada BPR Syariah Asri Madani Nusantara mencatat pembiayaanmurabahah 

mengacu pada PSAK No. 102 dan pada dasarnya telah memenuhi ketentuan yang 

berlaku yakni kepada PSAK No. 102 

Kata Kunci : Akad Pembiayaan, Murabahah, PSAK 102 

Pendahuluan 

Sistem keuangan di Indonesia  dalam  operasional  lembaga  keuangan dijalankan 

oleh 2 (dua) jenis lembaga keuangan yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga 

keuangan non bank (Soemitra,  2009:26).  Lembaga  keuangan  bank merupakan lembaga 

keuangan yang memberikan jasa keuangan. Lembaga keuangan tersebut selain 

menyalurkan dana atau  memberikan  pembiayaan  juga  melakukan usaha  menghimpun  

dana  dalam  bentuk  simpanan.  Sedangkan  lembaga  keuangan non bank merupakan 

lembaga keuangan yang lebih banyak jenisnya dari lembaga keuangan bank. Masing-

masing lembaga keuangan non bank mempunyai ciri-ciri usahanya sendiri. 
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Perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang memberikan 

sumbangsih yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hal ini 

dikarenakan perbankan merupakan inti dari perekonomian suatu negara yang telah 

menjadi instrumen  penting  dalam  memperlancar  jalannya  pembangunan  suatu negara. 

Hal tersebut terlihat dari salah satu fungsinya sebagai lembaga perantara keuangan 

(financial intermediation) (Muhammad, 2005:59).Lahirnya Undang- Undang Nomor 10 

Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 1992 tentang Perbankan 

maka mulai diberlakukan dual banking system sehingga operasional perbankan nasional 

dapat didasarkan dengan “sistem bunga” dan/atau sistem syariah” yang pengelolaanya 

dijalankan oleh bank konvensional  dan  bank syariah (Usman, 2012:52). 

Bank konvensional adalah bank yang menerapkan sistem bunga dalam 

menjalankan kegiatan usahanya sedangkan bank syariah adalah lembaga  keuangan yang 

usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalulintas pembayaran serta 

peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan  dengan  prinsip-prinsip syariat 

Islam. Beberapa dekade diterapkan di Indonesia ternyata bank konvensional tidak 

mampu memberikan solusi yang terbaik  untuk  rakyat.  Apalagi  di  saat  Indonesia 

dilanda  oleh  krisis  moneter  yang  mengakibatkan  proses  pemulihan ekonomi sangat 

lamban. Hal ini karena belum  bergeraknya  sektor riil di mana sektor ini hanya akan 

mampu bergerak  jika  mendapatkan  kredit  murah  dari  perbankan. Dari sinilah bank  

syariah  dibutuhkan  sebagai  lembaga  perbankan  alternatif  dan solusi dalam 

menyelesaikan problema ekonomi di Indonesia bahkan di dunia (Ammirudin, 2011:169). 

Pembiayaan murabahah ini  tidak  lepas dari resiko pembiayaan masalah yang 

pada umumnya sering terjadi. Hasibuan (2005:115) pembiayaan bermasalah adalah 

pembiayaan yang diklasifikasikan  sebagai  pembiayaan  bermasalah  ini  harus dilakukan 

oleh anggota yang bersangkutan dan pembiayaan bermasalah ini harus secepatnya 

diselesaikan agar tidak terjadi kerugian yang lebih besar. Pembiayaan bermasalah yang 

terdapat pada Bank Muamalat Syariah Jember ini berupa: pembiayaan tidak lancar atau 

tunggakan angsuran. Dengan adanya  tunggakan angsuran ini, maka Bank Muamalat 

Syariah Jember diharuskan melakukan pengungkapan piutang yang masih macet. 

Tabel 1.1 Transaksi Pembiayaan Murabahah Tahun 2017-2019 

TAHUN PEMBIAYAAN 
2017 Rp. 19.817.542 

2018 Rp. 20.493.565 

2019 Rp. 28.013.655 

` Sumber: Wawancara pada Bank Muamalat Syariah Jember. 

 

Berdasarkan pada hasil laporan keuangan tahun 2017 sampai dengan 2019 Bank 

Muamalat  Syariah  Jember  menunjukkan adanya  kenaikan  aktivitas pembiayaan 

murabahah setiap tahunnya. Transaksi murabahah yang mengalami kenaikan tersebut 

menunjukkan adanya potensi keuntungan yang besar untuk dikembangkan dalam 

pengelolaan dan  penerapan  akuntansi  yang  harus  dilakukan oleh Bank Muamalat 
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Syariah Jember. Namun  dalam  pengelolaan  keuntungannya harus tetap sesuai dengan 

PSAK 102 dalam aspek penyajian,pengungkapan, dan pengukurannya. 

Pada penelitian ini, peneliti akan mendeskripsikan bentuk pengakuan, pengukuran, 

dan penyajian transaksi Murabahah  yang  dilakukan  oleh  Bank Muamalat Syariah 

Jember. Peneliti akan membandingkan perlakuan akuntansi untuk transaksi Murabahah 

di Bank Muamalat Syariah Jember khususnya pada pengakuan aset dan piutang pada 

saat transaksi terjadi dan setelah transaksi terjadi dengan perlakuan akuntansi untuk 

transaksi Murabahah yang berdasarkan pada PSAK 102. Penelitian ini nantinya 

bertujuan untuk mengetahui  dan  menganalisis penerapan PSAK 102 atas pembiayaan 

murabahah pada  Bank  Muamalat  Syariah  Jember dengan diperlakukannya PSAK 102 

yang mengatur mengenai akuntansi murabahah merupakan salah satu proses analisis 

apakah sistem perbankan yang ada telah dijalankan sesuai dengan peraturan syariah dan 

prinsip-prinsip  syariah,  sehingga peneliti merasa tertarik untuk memilih judul. 

“Penerapan PSAK 102 Atas Pembiayaan Murabahah Pada Bank  Syariah (Studi Kasus 

Pada Bank Muamalat Syariah Jember)” 

Rumusan Masalah 

Dari uraian tersebut diatas maka penulis merumuskan  masalah  sebagai berikut : 

A).Bagaimana penerapan akuntansi murabahah yang diterapkan oleh Bank Muamalat 

Syariah Jember? B).Apakah perlakuan akuntansi pembiayaan  murabahah sudah sesuai 

dengan PSAK 102 pada Bank Muamalat Syariah Jember? 

Tujuan Penelitian 

A). Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan akuntansi pembiayaan murabahah 

yang di terapkan oleh Bank Muamalat Syariah? B). Untuk mengetahui dan menganalisis 

penerapan PSAK 102 terhadap akuntansi pembiayaan murabahah di Bank Muamalat 

Syariah? 

 

Manfaat Penelitian 

 

Bagi Akademik Sebagai dasar masukan  dalam  membangun  program  akademik, 

pelatihan dan riset ekonomi Islam. Khususnya dalam bidang akuntansi perbankan. Bagi 

Mahasiswa Akuntansi Untuk menambah pengetahuan terkait pembiayaan murabahah 

dan penerapan akuntasinya. 

Bagi perusahaan/Bank Sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan bagi produk yang telah 

di keluarkan dan dijalankan selama ini. 

Pengertian Bank Syariah 

Pengertian bank menurut Undang-Undang No 21 tahun 2008 pasal 1 ayat 2 

yaitu bank adalah badan usaha yang menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam bentuk 

simpan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk lainnya 

dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Muhammad (2005 :1) menyatakan 
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bahwa Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya  memberikan  

pembiayaan  dan  jasa-jasa  lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang  

yang  pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam. Berdasarkan rumusan 

tersebut, perbankan syariat adalah perbankan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-

prinsip syariat Islam yaitu tata cara beroperasinya sesuai dengan Alquran dan Hadist, 

khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah. 

 

Pengertian Pembiayaan Murabahah 

Dalam Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional dijelaskan bahwa Murabahah 

adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan 

pembeli membayarnya dengan harga yang lebih  tinggi  sebagai keuntungan. Ikatan 

Auntansi Indonesia dalam PSAK No. 102 (2007) mendefinisikan murabahah adalah akad 

jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang 

disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada 

pembeli. 

Dalam PSAK No. 102, murabahah adalah menjual barang dengan harga jual 

sebesar perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus 

mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli. Murabahah 

merupakan salah satu prinsip jual beli, selain salam dan istishna’.murabahah juga 

termasuk salah satu sistem pembiayaan bank syariah. Hapsari (2015) menyatakan 

bahwa berdasarkan sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi 2 yaitu : 

Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan produktif dalam 

arti luas, seperti untuk penginkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun 

investasi. 

Pembiayaan  konsumtif, yaitu  pembiayaan  yang  digunakan  untuk memenuhi 

kebutuhan konsumsi, yang akan  habis  digunakan  untuk memenuhi kebutuhan. 

Jenis Murabahah 

 

Transaksi jual beli dapat dilakukan dengan beberapa cara penyerahan barang 

dan dengan beberapa cara pembayarannya juga, maka murabahah  dapat dikelompokkan 

dalam beberapa jenis murabahah sebagai berikut: 

Murabahah tanpa pesanan, dalam pengadaan barang yang merupakan objek jual beli 

dilakukan tanpa memperhatikan ada tidaknya pesanan. Jika  barang  dagangan sudah 

menipis, penjual akan mencari tambahan dagangan. Pengadaan  barang dilakukan atas 

dasar persediaan minimum yang harus dipelihara. 

Murabahah Berdasarkan Pesanan Dalam jenis ini pengadaan barang yang merupakan  

obyek  jual  beli,  dilakukan atas dasar pesanan yang diterima. Apabila tidak  ada  yang  

pesan  maka  tidak dilakukan pengadaan barang. Pengadaan barang sangat tergantung 

pada proses jual belinya, hal ini dilakukan untuk menghindari persediaan barang yang 



 
 

6 
 

menumpuk dan tidak efisien. Dalam murabahah berdasarkan pesanan dapat dibedakan  

menjadi dua sifat, bersifat mengikat dan bersifat tidak mengikat. 

Rukun, Syarat dan Ketentuan Akad Murabahah 

 

Ba’i (penjual). Penjual dalam hal ini  adalah  Lembaga  Keuangan Syariah, dalam hal ini 

adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Baitul Mall Wat Tamwil (BMT)) atau  

Koperasi  Jasa  Keuangan Syariah (KJKS). 

 A). Musytari   (pembeli).   Pembeli   yang   dimaksud   disini   adalah  nasabah,baik 

berlaku sebagai pembeli akhir  ataupun  selaku  pedagang.  Para  pihak yang berakad harus 

cakap menurut hukum. Cakap  dalam  pengertian hukum syara’harus sudah baligh  dan  

dalam  keitannya dengan hukum perdata sebagai hukum positif dan yang bersangkutan 

minimal harus berusia 21 tahun atau sudah menikah.  B). Mabi’ (barang yang akan  

diperjualbelikan).  Barang-barang  yang  menjadi objek  jual-beli dipersyaratkan  harus  

jelas  dari  segi  sifat, jumlah, jenis yang akan diperjualbelikan harus  barang  yang  halal  

dan baik (memberi manfaat) dan tidak tergolong barang yang  haram  aau yang 

mendatangkan mudharat. Selain itu barang harus memiliki  nilai. Objek jual beli harus 

menjadi milik dan dalam penguasaan penjual. Kepemilikan  dapat  bersifat  faktual/fisikal,  

dapat  pula  bersifat kontruktif. Menurut fatwa DSN-MUI, Bank atau BMT harus memiliki 

terlebih dahulu aset yang akan dijual kepada nasabah. C). Tsaman (harga). Harga barang 

dan keuntungan harus disebutkan secara jelas jumlahnya dan mata uang apa yang 

digunakan (rupiah atau mata uang/valuta asing). Demikian juga cara pembayarannya, apa 

dibayar secara tunai atau tangguh. Jika dibayar tangguh maka harus jelas jangka waktu 

pembayarannya. 

Syarat-syarat akad murabahah Syarat-syarat akad murabahah yang harus dipenuhi 

antara lain: 

 Penjual memberitahu biaya barang kepada nasabah,Kontrak pertama harus sah 

sesuai dengan rukun yang diterapkan,Kontrak harus bebas riba,Penjual harus menjelaskan 

kepada pembeli bila menjadi  cacat  atas barang sesudah pembelian,Penjual harus 

menyampaikan semua hal yang berkaitan  dengan pembelian, misalnya jika pembelian 

dilakukan secara utang. 

Ketentuan akad murabahah 

Pelaku harus cakap hukum dan baligh yaitu harus berakal dan dapat 

membedakan, sehingga jual beli dengan orang gila hukumnya tidak sah sedangkan jual 

beli dengan anak kecil hukumnya sah jika  mendapatkan izin dari walinya.Barang yang 

diperjualbelikan adalah barang halal Semua  barang yang diharamkan oleh Allah SWT, 

tidak dapat dijadikan sebagai objek jual beli, karena barang tersebut menyebabkan 

manusia bermaksiat atau melanggar larangan Allah. 

Barang yang diperjualbelikan harus mempunyai manfaat atau nilai, dan bukan merupakan 
barang-barang yang  dilarang diperjualbelikan, misalnya: jual beli  minuman  keras,  jual  
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beli bangkai, jual beli narkoba, jual beli barang yang sudah kadaluarsa, dan lain 
sebagainya. 

 

Perlakuan Akuntasi Murabahah PSAK No 102 

Standar akuntasi tentang jual beli murabahah berpedoman pada PSAK No. 

102 tentang akuntasi murabahah yang telah disahkan  oleh  Dewan  Akuntasi Keuangan 

pada tanggal 27 juni 2007. PSAK  ini  menjanjikan PSAK  59  yang berkaitan dengan 

pengakuan, pengukuran penyajian  dan  pengungkapan  murabahah. Di bentuknya PSAK 

No. 102 ini bertujuan agar diterapkan oleh lembaga keuangan syariah seperti bank, 

asuransi, lembaga pembiayaan, dana pensiun, koperasi,  dan lainnya yang menjalankan  

transaksi  murabahah.  Didalam  PSAK  (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No. 

102 (2007) terdapat perlakuan akuntasi sebagai berikut: 

Penyajian 

 

Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat  direalisasikan, yaitu 

saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang. Margin murabahah 

tangguh disajikan sebagai pengurang (kontrak  account)  piutang murabahah. Beban 

murabahah tangguhan disajikian sebagai pengurang (kontrak account) hutang 

murabahah. 

Pengungkapan 

 

Penjual mengungkapkan setiap hal  yang  terkait  dengan  transaksi murabahah, 

tetapi tidak terbatas : Harga perolehan aset murabahah, Janji pemesanan dalam 

murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan. 

Tinjauan Penelitian Terdahulu 

 

 Menurut Putri Eka Wardani, Syariah Mandiri tidak menjadi penjual, namun 

menjadi pihak penyedian dana,dengan menggabungkan akad wakalah dan murabahah 

menjadi satu ijab qabul atau kesepakatan. Hal  ini menjadikan entitas berperan 

sebagai lembaga pembiayaan sehingga tidak memiliki risiko  kepemilikan persediaan. 

Syariah Mandiri tetap mencatat pengakuan persediaan murabahah dalam kebijakan 

akuntansinya meskipun berperan sebagai lembaga pemberi pinjaman. 

AsmahaniMukhtar Ghaffar (2009) Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui penerapan pembiayaan murabahah yang diterapkan oleh PT. Bank Syariah 

Mandiri  Cabang Medan dan apakah penerapannya telah sesuai dengan PSAK  102.  Hasil 

peneitian ini menunjukkan bahwa penerapan pembiayaan murabahah yang diterapkan oleh 

PT. Bank Syariah Mandiri  Cabang Medan telah sesuai dengan PSAK 102. 
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Kerangka Konseptual 

Kerangka pemikiran dalam penelitian digambarkan sebagai berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

Jenis yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif deskriptif. Metode kualitatif 

deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan serta menjelaskan 

bagaimana penerapan PSAK 102 atas pembiayaan  murabahah  pada Bank Muamalat 

Syariah Jember. 

 

Jenis Data dan Sumber Data 

 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data 

Mengumpulkan dan  

Mengkaji Teori 

Wawancara Observasi 

Pengakuan dan 
Pengukuran 
Pembiayaan 

Mengumpulkan 

Data 

HASIL 

Membandingkan proses 
pengakuan oleh Bank 

Muamalat Syariah 
Jember dengan 
pengakuan dan 

Pengakuan dan 
Pengukuran 
pembiayaan 
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kualitatif dalam  penelitian ini  berupa  serangkaian  informasi  yang  diperoleh  dari hasil 

penelitian yang masih berupa fakta atau keterangan – keterangan dari sumber informasi 

yaitu unit manager dan staf bagian keuangan. Data yang dibutuhkan oleh peneliti yaitu 

berupa sejarah singkat Bank Muamalat Syariah Jember, penerapan pembiayaan 

akuntansi murabahah serta perlakuan akuntansi murabahah yang diterapkan di dalam 

perusahaan tersebut. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian  ini  merupakan  data  primer  

dan data sekunder sebagai berikut: Data primer adalah penelitian ini berupa sumber 

data penelitian yang diperoleh penelitian melalui hasil wawancara secara langsung dari 

sumber asli tanpa perantara yang berupa persepsi atau pendapat dengan wawancara  

dari sumber asli atau utama yaitu unit manajer dan staf bagian keuangan.Data 

sekunder dalam penelitian ini diperoleh penelitian dengan secara tidak langsung melalui 

media perantara yang berupa laporan laba rugi, neraca serta penggunaan dana 

kebajikan yang diperoleh dari laporan  keuangan  dan  bukti  akad murabahah. 

Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik yang  digunakan  untuk  mengumpulkan  berbagai  data  yang  diperlukan 

dalam penelitian ini adalah: Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung kepada subjek penelitian 

untuk mendapatkan data dan informasi secara lengkap dan jelas. Dalam penelitian ini, 

peneliti melaksanakan wawancara dengan mendatangi  sumber  informa  antara lain 

manajer bank dan staf bagian keuangan untuk melakukan tanya jawab mengenai 

penerapan PSAK 102 atas pembiayaan murabahah seperti apakah prosedur analisis 

pembiayaan, skema murabahahnya, pengakuan, pengukuran, penyajian dan 

pengungkapan transaksi murabahahnya. Observasi merupakan teknik pengumpulan data 

yang dilakukan  dengan mengamati secara langsung keadaan atau situasi dari  subjek  

penelitian.  Data hasil observasi bukan hanya dilihat dari sikap subjek penelitian saja, 

tetapi ada banyak faktor yang harus diperhatikan. Bisa dikatakan observasi ini 

merupakan teknik penelitian yang sangat kompleks, karena tidak hanya terpaku pada 

satu fenomena saja. 

Teknik Analisis Data 

 

Teknik analisis data yang  digunakan  dalam  penelitian adalah  analisis deskriptif 
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kualitatif, yaitu peneliti menganalisis penerapan  PSAK  102  atas pembiayaan 

murabahah (akad jual beli barang dengan menyertakan harga perolehan dan keuntungan 

(margin) yang disepakati oleh penjual  dan  pembeli).  Dapat disimpulkan bahwa 

murabahah merupakan transaksi jual beli antara penjual  dan pembeli dimana harga 

perolehan  dan  keuntungan  dinyatakan  dalam  transaksi tersebut, 

Penelitian ini juga menggunakan metode triangulasi dalam pencarian data- data 

yang dibutuhkan. Metode triangulasi adalah teknik pemeriksaan kefalidan  data yang 

memanfaatkan aspek lain diluar data tersebut untuk kepentingan  pengecekan data atau 

pembanding terhadap data tersebut. 

Menurut Moleong (2007:330), triangulasi adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Dalam penelitian ini teknik 

triangulasi yang peneliti gunakan ialah yang dikembangkan. 

Prosedur Pembiayaan Murabahah 

Awal proses dalam prosedur pembiayaan murabahah di Bank Muamalat syariah-

Jember adalah pengisian formulir permohonan pembiayaan secara manual mengenai 

data-data calon pemohon pembiayaan. Setelah semua data dan dokumen yang 

dibutuhkan telah diserahkan oleh nasabah, selanjutnya kelengkapannya akan diperiksa 

oleh petugas. Account Manager, yang kemudian akan mendatangani dokumen-dokumen 

tersebut  sebagai  bukti  bahwa kebeneran  dokumen  telah diperiksa sekaligus 

memenuhi syarat-syarat pemeriksaan semua dokumen-dokumen tersebut.  Selanjutnya,  

kepala  administrasi  kredit  marketing  wajib   memeriksa kembali kelengkapan  dokumen  

dengan  jalan  membandingkan  terhadap  checklist yang tersedia, serta 

memberitahukannya kepada Account Manager jika terdapat kekurangan. 

 

HASIL PENELITIAN 

 

Pembiayaan Murabahah di Bank Muamalat Syariah - Jember 

 

Bank Muamalat Syariah menganut pembiayaan murabahah bil wakalah 

bedasarkan Fatma Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000, yaitu  jika bank 

mewakilkan kepda nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga,  akad jual beli 
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murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank. Selalu 

terjadi akad wakalah dulu sebelum akad murabahah karenan akad wakalah  akan gugur 

setelah terjadi akad murabahah. 

Bank Muamalat Syariah sebagai penjual didalam akad murabahah menerapkan 

metode pesanan mengikat, artinya bank akan melakukan  perannya sebagai penjual 

apabila nasabah menginginkan  suatu  barang.  Bank  Muamalat Syariah selalu 

menggunakan  metode  pesanan  dalam  menyediakan  barang  murabahah yang 

tercemin dari kebijakan akad murabahah bil  wakalah.  Bank Muamalat Syariah 

menggunakan metode pesanan  mengikat  karenan  bank menghindari risiko kerusakan 

dan penyusutan persediaan. Nasabah yang menginginkan pembelian barang  melalui  

akad  murabahah  di  Bank  Muamalat Syariah terlebih dahulu mengomunikasikan data 

diri dan data barang kepada  bank. Bank Muamalat Syariah yang telah menerima data 

diri nasabah dan data barang pesanan, bank akan menggunakan akad wakalah untuk 

memberikan kesempatan kepada nasabah untuk membeli barang yang  diinginkan.  Bank  

Muamalat  Syariah tidak akan membeli barang secara langsung ke pemasok. Bank 

Muamalat Syariah berusaha menghindari risiko yang timbul dari pembelian barang 

secara langsung ke pemasok berupa ketidaksesuaian spesifikasi barang dari nasabah, 

timbulnya cacat, kekurangan atau keadaan atau masalah apapun yang menyangkut 

barang. 

Analisis Data 

 

Pengakuan dan pengukuran akad murabahah di Bank Muamalat  Syariah  dapat 

dijelaskan melalui studi kasus. Studi kasus berikut adalah salah satu transaksi pembelian 

rumah melalui produk Bank Muamalat Syariah yaitu: 

Harga beli rumah adalah  Rp 120.000.000,-  dengan  jangka  waktu pembiayaan 

adalah 1 tahun dan margin keuntungan sebesar  7,1807%  per  tahun,  telah  dibayar  

uang  muka sebesar Rp 20.000.000,- 

1. Skim Pembayaran : Murabahah Bil Wakalah 

2.Nama Produk  : Murabahah KPR 

3. Tujuan Penggunaan : Pembelian Rumah Baru 4. 

Harga Beli  : Rp 120.000.000,- 

5. Uang Muka : Rp 20.000.000,- 



 
 

12 
 

6. Pembiayaan Bank : Rp 100.000.000,- 

7. Margin : Rp 7.180.700,- (7,1807% x Rp 100.000.000,-) 

8. Harga Jual : Rp 127.180.700,- 

9. Angsuran : Rp 8.931.725,- 

10. Jangka Waktu : 12 bulan 

 

 

Angsuran Per Bulan = Harga Jual – Uang Muka 

Jangka Waktu 

=Rp 127.180.700 – Rp 20.000.000 

12 Bulan 

= Rp 8.931.725,- 

Margin Per bulan = Margin Per tahun 

12 

= Rp 7.180.700 

12 

= Rp 598.392,- 

 

Tabel berikut ini merupakan tabel angsuran pembiayaan murabahah 

bedasarkan keterangan diatas : 

Tabel 4.1 

 

No Bulan Sisa Angsuran Angsuran 

1 0 107,180,700 8,931,725 

2 1 98,248,975 8,931,725 

3 2 89,317,250 8,931,725 

4 3 80,385,525 8,931,725 

5 4 71,453,800 8,931,725 

6 5 62,522,075 8,931,725 

7 6 53,590,350 8,931,725 

8 7 44,658,625 8,931,725 

9 8 35,726,900 8,931,725 

10 9 26,795,175 8,931,725 

11 10 17,863,450 8,931,725 

12 11 8,931,725 8,931,725 
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13 12 0 8,931,725 

Bedasarkan perhitungan tersebut, bank akan melakukan pencatatan sebagai 

berikut: 
 

 
A. Pada Saat Negosiasi 

Pada waktu Negosiasi, bank syariah tidak melakukan  jurnal  apapun  mengingat 

negosiasi tersebut belum memiliki implikasi terhadap posisi keuangan bank syariah. 

 

B. Pada Saat Bank Menyerahkan Uang ke Nasabah 

Bank memberikan uang pinjaman kepada  nasabah  sebesar  jumlah pembiayaan bank 

untuk pembelian suatu barang. Pembiayaan  dilakukan  ketika bank syariah tidak 

menggunakan akad wakalah dan bank akan mencatat : 

Jurnalnya : Pembiayaan Murabahah Rp 100.000.000,- Kas 

Bank Rp 100.000.000,- 

C. Pada Saat Perolehan Aktiva Murabahah 

Bank Muamalat Syariah mencatat aktiva murabahah yang diperoleh sebagai 

persediaan sebesar biaya perolehan pada saat perolehan, karena aktiva tersebut diperoleh 

dengan tujuan untuk dijual  kembali.  Kemudian  aktiva  tersebut  akan dijual kepada 

nasabah sebagai pembeli  sebesar  harga  yang  disepakati  kedua pihak yaitu, harga beli 

ditambah  dengan  margin  keuntungan.  Pembiayaan dilakukan ketika bank syariah 

menggunakan akad wakalah. Pencatatan perolehan aktiva murabahah adalah sebagai 

berikut: 

Jurnalnya : Persediaan Rp 120.000.000,- 

Kas Rp 120.000.000,- 

Pencatatan perolehan aktiva murabahah diatas sudah sesuai dengan  PSAK  No. 102 yang 

menyatakan bahwa pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan 

sebesar biaya perolehan. 

D. Pada saat Akad Murabahah Disepakati 

Penjualan aktiva murabahah kepada nasabah (pembayaran secara angsuran)selama 

satu tahun yang harus di bayarkan kepada bank. Pada saat akad murabahah akan timbul 

piutang murabahah yang akan di catat sebagai berikut: 

Jurnalnya : Piutang Murabahah Rp 127.180.700,- 

Persediaan Aset Murabahah Rp 120.000.000,- Margin 

Murabahah Rp 7.180.700,- 

Pada saat terjadi akad murabahah dan aktiva murabahah jadi dibeli, maka akan dicatat 
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sebagai berikut: 

Jurnalnya : Uang Muka Rp 20.000.000,- 

Piutang Murabahah Rp   20.000.000,- Pencatatan 

akad murabahah tersebut sesuai dengan PSAK No.  102  yaitu pada saat akad 

murabahah, piutang murabahah diakui sebesar biayay perolehan aset murbahah 

ditambah keuntungan yang disepakati. 

KESIMPULAN 

Bedasarkan penelitian yang dilakukan penulis di Bank Muamalat Syariah 

mengenai perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah peniliti dapat  meneliti kesimpulan 

sebagai berikut : Pembiayaan murabahah yang diterapkan oleh Bank Muamalat Syariah 

untuk produk-produk pembiayaan adalah menggunakan  murabahah  bil  wakalah, yaitu 

sebelum akad murabahah, terjadi akad wakalah terlebih dahulu yang memberikan 

wakalah nasabah untuk memilih barang yang ingin di biayai dengan murabahah. Akad 

wakalah akan gugur apabila telah terjadi akad murabahah. Pelunasan oleh nasbah 

sebelum jatuh tempo mengurangi margin keuntungan Bank Muamalat Syariah yaitu 

potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi 

secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai 

pengurangan keuntungan murabahah. 

Hal tersebut di atas telah sesuai dengan PSAK No. 102 tentang akuntansi murabahah. 

 

SARAN 

Bedasarkan kesimpulan tersebut, saran-saran yang dapat diberikan adalah 

sebagai berikut : Perlakuan Akuntansi pembiayaan murabahah yang dilaksanakan Bank 

Muamalat Syariah telah sesuai dengan PSAK No.102 dan syariat islam, oleh karena itu 

perlakuan akuntansi yang sudah dilakukan selama ini hendaknya tetap dipertahankan. 

Peran Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi operasional Bank Muamalat 

Syariah sudah sangat baik dan hendaknya tetap mempertahankan kinerjanya agar 

prinsip-prinsip syariah  dapat  diterapkan  secara  benar sebagai tanggung jawab kepada 

ALLAH SWT. 
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